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KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 14 TAHUN 2000
TENTANG:

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN CIANJUR

Mengingat

b

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

. bahiwa Organisasi dan Tata Rerja Cabang Dinas Pekerjaan
4 J J

Jmum Pengairan Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 1999
serta ditetapkan dalam Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 1999;

. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna penvelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas vang dimaksud pada
huruf a di atas, serta dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan
Bupati Kabupaten Cianjur Nomer 40 Tahun 1999, maka perlu
segera diatur lebih lanjut Rincian Tugas Unit Kerja di
hngkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Kabupaten Cianjur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a den b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati Kabupaten Cianjur tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
hngkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Kabupaten Cianjur.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita
Negara Tahun 1950;

. Undang-undang Nomor 22 Tzhun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tcntang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
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‘ 4. Un arg-“ndaﬁg Nomor 8 Tahun 1974 tentang DPokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

T .,Jmu n Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang

‘ Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomeor 8 Tahun 1974  tentang Pckok-pokok
Kepegawatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165,
m Tamhbahan LLamharan Negara Nomor 3840y
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(i.embaran E\Eegara Tahun 1974 Nomor 6H, Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 3046);
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omor 22 Tahun 1982 Pengaturan Aur

Fa Aveia

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan

¢

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3226);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan I} '1 am Bidang
pe}erlaan Umum btnpgr‘]n Daerah ﬂ Lembaran Ne

1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara ! Nomo 3303):
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9. Per an Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
bharan Negcarg Tahun

eratu
I«‘.trlafan Inc net Vertikal 41 Daerah {Le“‘ aran Negar un
T
iN

Leg ertikal di Daerah
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1890 tentang
Pengendahan Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1900
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34008);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomer 35, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 344 1), .

12, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/199
tentang Pelaksanaan panxmrnhah Qa’naman Urugan Dnlvnr}aa
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1951
: tentang Penvelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan
Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan
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. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994
tentang Penvelencrgaraan Tugas Pembantuan Bidang
Ppkprman TU'mmum di Daerah T}no“n at I1;
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Leputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
. Keputusan Menteri Da Negert Nomor 39 Tal
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penye-
lenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat {1 (Lemnaran Negara Nomor 77 Tahun 1992,
Tambahan Lemhbaran Negara Nomor 3487);
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17. Keputusan ....
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan
{epala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keria Dinas Lin kup
Pekerjaan Umum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 1998
tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Tfabnnfd?u (M amavim
ndcupaceil Lianjur,

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 1998
tentang OUrganisasi danTata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan Kabupaten Cianjur;
21. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 1999
tentang Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten Cianjur.
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MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANC

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG
D

DINAS PEKERJAAN UMUM IGATRAN  KABUPATEN

NAS RJAAD UM SNGAIR.
CIANJUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 .
a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;

™ L N I Y s TVl S
¢. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;

. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur;

o

c. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten
Cianjur Nomor i Tahun 1988 jo. Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 2 Tahun 1998:

by

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
kabupaten Cianjur;

a3

. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Kabupaten Cianjur:

h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan Kabupaten Cianjur;

i. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Cabang Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur vang
tercantum pada Pasal 1 dan Lampiran Keputusan Bupati
Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 1999:

1. Keputusan ..
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Keputusan Bupati adalah Reputusan Bupati Kabupaten
Cianjur Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pembentukan (Cabang
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Cianjur.

BABII

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
KABUPATEN CIANJUR

Bagian Pertama
C’abang Dhnas Pekerjaan Umum Pengairan
Pasal 2

(1) Cabang Dinas Pekeriaan Umum Pengairan adalah unit kerja

ol imana diatiue dalsmns Pacad 1 T5 e oe.. PR » T
sepagaimana diatur dalam Pasal 1 neputusan Bupati

.
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2) Tugas pokok Cabang Dinus
sebagaimana diatur dalam Pas

-

Pekerjuan Umum Pengairan
al 3 Keputusan Bupati.

r

(3) Unsur Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan U
1

imum Pengairan
sebagaimana diaiur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan

o. Sub Seksi Peme itharaan:
d. Kelompok Jabatan Fungsional,

Rincian tugas Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Cabang Dinas
sesuai dengan program kerja Dinas:

b. Menvelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam
rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja
Dinas;

¢. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka
penyusunan rencana teknis di bidang pDengairan serta dengan
kebijaksanaan vang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. Menvelenggarakan pembinaan operasional penyelenggaraan
urusan rumah tangga di bidang Cabang Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan sesuai dengan kebijaksanaan vang
ditetapkan cleh Pemerintah Daerah:;

e. Menyelenggarakan pembinaan Teknis Fungsional, Penyeleng-
garaan Urusan Rumah Tangga di bidang Cabang Dinas
Pekerjaan  Umum Pengairan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku:

£ Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

teknis kegiatan di bidang pengairan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku:



h.

Menyelenggarakan pengelolaan Organisasi dan ketatausahaan
Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menvelenggarakan pembinaan kepegawaian Cabang Dinas
sesuai dengan perundang-undangan yvang berlaku;
Menyelenggarakan evaluasi dan laporan tugas pokok dan fungsi
Cabang Dinas DPekerjaan Umum Pengairan kepada Kepala
Dinas:

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan
Dinas. Pemerintah dan atau swasta yang ada hubungan kerja
dengan Cabang Dinas.

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha
Pasal 4

Tugas pokok Urusan Tata Usaha adalah sebagaimana diatur
dalam Pasal 8 Keputusan Bupati.
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Pasal 5

Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan
periengkapan Cabang Dinas:

. Melaksanakan pengelolaan surat dan arsip Cabang Dinas

sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

Melaksanakan pengelolaan  administrasi barans dan
periengkapan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan vang berlaku;

. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan

pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Melaksanakan pemrosesan administrasi usulan program di

bidang pengairan sesuai dengan peraturan perundang-

gan vang berlaku;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil
kegiatan Cabang Dinas evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;

okok Sub Seksi Operasi adalah sebagaimana diatur dalam

vat (1) Keputusan Bupati.
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Pasal 7

Rincian tugas Sub Seksi Operasi:

a. Melaksanakan .



a. Melaksanakan rencana kegiatan Su
dengan program kerija Dinas;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta

penyusunan laporan kualitas sumber air:

Melaksanakan pendistribusian  air ivigasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan vang berlaku;

d. Melaksanaka

.I.':I
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penvusunan tata tanam:
e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan P3A Mitra Cai:
Lan

f Melaksanakan pengumpulan dan pengolzhan data hasil
kegiatan Cabang Dinas evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas:

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan
lembaga terkair.

Pasal 8

I, 1 T g G Y W R o
rennaraan adalan sepagalimana aia

P [¥] ksi P
dalam Pasal 11 avat (1) Keputusan Bupati.

Pasal 9
Rincian tugas Sub Seksi Pemeliharaan

a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Seksi Pemeliharaan
sesuai dengan program kerja Dinas;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kondisi
bangunan air, jaringan irigasi; :

c. Melaksanakan pemeliharaan bangunan air, jaringan irigasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

.J\i

. Melaksanakan survey dan perencanaan;

telaksanakan penanossulanearn homeara alars oocisad  dews o
vielaKsanakan pt::nanggumug‘du ‘UEHLdIlii alam sesuail derngdain

eraturan perundang-undangan yang berlaku:
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f Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Sub Seksi

VL
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Pemeunaraan Kepada Kepala Cabang Dinas:

¥9

. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau lembaga
, > i . L
terkait yang ada hubungan dengan hidang tugas Sub Seksi
Pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

Tugas Kelompok Fungsional vang dimaksud pada Pasal 12 akan
diatur dan ditetapkan dengun Keputusan Bupaii Kabupaien
(ianjur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yvang

berlaku.

BAB IIT ...
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(1) Dengan berlakunya keputusan ini maka segala ketentuan dan
atau yang menyusun Rinecian Tugas Cabang Dinas dinvatakan
tidak beriaku lagi.

(2) Hal-hai yang beium cukup diatur dalam keputusan ini akan
diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetan pkan di r‘lan“mr




